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KATA PENGANTAR

Humphrey Wangke

 Pada bulan September 2018 para pemimpin dari 14 negara setuju 
membentuk Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan 
yang dimaksudkan untuk memanfaatkan momentum membangun 
sebuah model ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Dengan model ini, 
aspek pelindungan yang efektif, produksi yang terukur, dan kemakmuran 
yang adil diupayakan berjalan beriringan. Model ini hendak mengubah 
cara berpikir dan bertindak negara-negara di dunia, sekaligus ingin 
menginspirasi lahirnya kebijakan tingkat global yang akan mengkatalisasi 
transisi menuju tata kelola ekonomi kelautan yang berkelanjutan. 
Tujuan utama dari model ini adalah membuat lautan lebih bermanfaat 
secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Keseimbangan di antara ketiganya 
ingin diraih dengan meningkatkan hubungan antara manusia dengan 
laut, menjembatani kesehatan dan kekayaan laut, bekerja sama dengan 
beragam pemangku kepentingan, memanfaatkan pengetahuan kelautan 
terbaru, dan mengembangkan agenda aksi untuk transisi ke ekonomi 
kelautan yang berkelanjutan.

 Apa yang dicita-citakan oleh Panel tersebut menunjukkan 
bahwa pembangunan kelautan secara berkelanjutan penting untuk 
meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dan ketahanan pangan, 
menjadikan laut sebagai sumber energi global, serta menjadi kawasan 
yang aman bagi lalu lintas perdagangan internasional. Sebanyak 90% 
perdagangan internasional diangkut melalui laut, dan satu miliar orang 
di negara berkembang bergantung pada kekayaan laut sebagai sumber 
utama protein hewani. Karenanya, eksploitasi sumber daya perikanan 
laut harus dicegah, dampak perubahan iklim harus dikurangi, kejahatan 
maritim harus ditanggulangi, agar tidak mengancam industri dan 
melemahkan ekonomi pesisir. Ancaman-ancaman itu akan mengurangi 
kesejahteraan masyarakat pesisir dan membatasi peluang berdirinya 
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industri maritim legal, yang pada gilirannya akan mendorong masyarakat 
setengah menganggur memasuki pasar gelap dan menjadi aktor kejahatan 
maritim transnasional.

 Jika pemikiran konservasi akan meminimalkan kerusakan laut 
dan pendekatan ekstraktif  bertujuan memaksimalkan pemanfaatan 
sumber daya kelautan, maka model ekonomi kelautan yang berkelanjutan 
berupaya mengintegrasikan kedua pendekatan itu menjadi sebuah pola 
baru dalam pengelolaan kelautan yaitu konvergensi antara pelindungan 
yang efektif, produksi yang berkelanjutan, dan tercapainya kemakmuran 
yang merata. Proses transformasi ini bukan membiarkan laut begitu 
saja melainkan mengajarkan tentang bagaimana tata kelola laut secara 
bijaksana harus dilakukan, yaitu membangun masa depan yang lebih 
sejahtera dengan tingkat kesehatan laut yang baik, karena alam yang 
lebih terkelola dengan baik dan sumber daya yang terdistribusi lebih adil.  

 Pemikiran laut sebagai objek ekonomi telah bertransformasi 
menjadi laut sebagai bagian penting dari solusi atas permasalahan dalam 
pengelolaan laut secara global. Kemitraan baru perlu ditempa agar semua 
pihak yang berkepentingan mengambil peran konkret untuk mencapai 
pengelolaan laut dan masa depan yang berkelanjutan. Pilihannya bukan 
antara pelindungan laut atau produksi, melainkan secara bersama-
sama membangun masa depan yang sehat dan sejahtera. Penangkapan 
ikan yang berlebihan atau menciptakan polusi, dapat menyebabkan 
kerusakan ekosistem laut. Lebih buruk lagi, bila para pelaku secara lokal 
memperparah satu sama lain, dengan konsekuensi yang sangat besar bagi 
ekosistem. Tanpa tindakan pencegahan dan penegakan hukum, masalah 
ini dapat merugikan ekonomi lokal dan global.

 Pengabaian dan penyalahgunaan laut serta dampak perubahan 
iklim global akan memperburuk kehidupan semua orang. Akan tetapi, 
komunitas yang secara historis kurang terwakili dan terlayani, termasuk 
perempuan, akan menanggung beban yang sangat besar secara tidak 
proporsional. Kelompok-kelompok ini paling rentan terhadap kerawanan 
pangan, hilangnya mata pencaharian, dan kenaikan permukaan air 
laut. Mereka juga yang paling mungkin menderita dari kejahatan dan 
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di laut, termasuk perdagangan 
dan penyelundupan manusia, kerja paksa dan pembayaran utang.

 Dalam konteks memperbaiki  kehidupan manusia, maka 
melindungi laut tidak berarti membiarkannya begitu saja. Namun, yang 
terpenting adalah mengelola aktivitas manusia dengan bijak agar dapat 
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melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat kritis, memungkinkan 
laut untuk secara berkelanjutan menghasilkan manfaat yang lebih besar, 
dan melestarikan nilai budaya dan spiritual laut. Pengurangan atau 
pelarangan aktivitas manusia secara signifikan sangat diperlukan untuk 
memungkinkan ekosistem pulih dan beregenerasi. Di sebagian besar 
wilayah, praktik berkelanjutan diperlukan untuk memungkinkan laut 
memproduksi dan menjaga kesehatan laut tanpa harus mengabaikan 
kebutuhan ekonomi masyarakat.

 Sumber utama kerusakan ekosistem baik di laut lepas maupun 
perairan pesisir adalah illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.1 
IUU Fishing dengan mudah bisa terjadi karena penegakan hukum yang 
lemah, kegagalan tata kelola, korupsi, dan institusi yang lemah. Kerusakan 
yang ditimbulkannya mengakibatkan kerugian ekonomi yang diukur 
dari laju degradasi sumber daya yang lebih cepat dan distribusi sumber 
daya yang tidak merata. IUU fishing telah menjadi ancaman terhadap 
keberlanjutan pengelolaan kelautan dan keamanan maritim. Maraknya 
kegiatan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing di Indonesia, 
telah menimbulkan kerugian yang cukup besar, baik dari segi ekonomi, 
sosial, maupun lingkungan, sehingga kegiatan ini dapat dikatakan sebagai 
kendala utama bagi Indonesia dalam mewujudkan perikanan tangkap 
yang berkelanjutan. 

 Keamanan maritim secara sederhana dapat diartikan sebagai tidak 
adanya ancaman terhadap pemanfaatan laut.2 Kejahatan yang lahir di laut 
mulai dari pembajakan, penangkapan ikan ilegal hingga penyelundupan 
manusia, senjata, narkotika dan barang terlarang lainnya, terorisme, 
dan proliferasi senjata nuklir, merupakan ancaman terhadap kebebasan 
navigasi, risiko lingkungan, dan juga bencana.  Keamanan maritim 
adalah ajakan untuk memikirkan keterkaitan antara ancaman-ancaman 
ini secara sistematis, dengan agenda lain seperti keamanan nasional, 
keamanan manusia, keselamatan laut, dan yang tak kalah pentingnya 
adalah pengelolaan ekonomi kelautan secara berkelanjutan atau ekonomi 
biru. 

 Keamanan maritim pada dasarnya penting karena menciptakan 
kondisi bagi berkembangnya ekonomi biru. Negara-negara harus 

1  Asian Development Bank. Economics of fisheries and aquaculture in the Coral Triangle, 
Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2014, hlm. 149.

2   Christian Bueger, Maritime Security and the Blue Economy: Understanding the Link, WAPSN, 
17 Maret 2016. 
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memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan 
keberlanjutan sumber daya laut dengan memastikan bahwa tantangan 
keamanan maritim telah terkelola secara memadai dan terkendali. Konsep 
ekonomi biru merujuk pada sektor ekonomi dan lingkungan laut. Jika ingin 
mengeksploitasi laut, maka harus dilakukan secara berkelanjutan dan 
menjaga kesehatan lautan dengan baik. Sebuah laporan yang dikeluarkan 
oleh The Economist Intelligence Unit (2015) menunjukkan ada gelombang 
baru industrialisasi laut, yang sejalan dengan penurunan kesehatan laut 
yang disebabkan oleh aktivitas manusia.3 

  Buku yang ditulis oleh para peneliti bidang Hubungan Internasional, 
Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPRRI ini merupakan hasil 
penelitian di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan 
Bali. Hasil penelitian menunjukkan perlunya transformasi pengelolaan 
ekonomi kelautan mengingat masalah keamanan maritim telah berada 
dalam tingkatan yang sangat merugikan perekonomian bukan hanya 
Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia. Kegiatan IUU Fishing bukan 
hanya dilakukan oleh nelayan asing tetapi juga oleh nelayan dan pengusaha 
Indonesia. Semuanya ini bisa terjadi karena lemahnya penegakan hukum, 
kurangnya kordinasi diantara lembaga negara yang bertanggung jawab 
dalam pengelolaan di laut, dan kapal-kapal patroli yang masih mempunyai 
banyak kekurangan. Akibatnya, sebagian besar aktivitas perikanan 
nasional belum memperlihatkan kinerja yang optimal, berkelanjutan, dan 
menjamin kelestarian sumber daya ikan seperti yang diamanatkan dalam 
pasal 6 ayat 1 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 

 Secara keseluruhan, bila dianalisis lebih jauh, tata kelola di 
laut akan berjalan baik bila dikaitkan dengan dua rangkaian aktivitas, 
yaitu pertama, tentunya koordinasi yang intensif di antara pemangku 
kepentingan baik di tingkat nasional, regional maupun global, mengingat 
persoalan di laut sangat kompleks, bersifat lintas sektoral, lintas yurisdiksi, 
dan bahkan lintas batas ngara. Dengan koordinasi yang intensif, undang-
undang dan rencana aksi dapat disesuaikan. Kedua, perlu pemahaman 
yang sama tentang apa yang terjadi di laut sehingga kordinasi, terutama 
dalam informasi, menjadi faktor penting dalam kerja sama internasional 
sehingga bukan hanya apa kegiatan di laut, melainkan apa tantangan yang 

3  The Economist Intelligence Unit, ‘The Blue Economy: Growth, Opportunity and a Sustainable 
Ocean Economy’, The Economist Group, London, 2015.
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sebenarnya perlu ditangani bisa saling mengtahui. Dengan demikian,  
kepercayaan dan kebersamaan menjadi dasar keberhasilan. 

 Hasil lain dari penelitian ini menunjukan, praktik-praktik 
pengamanan laut di Indonesia masih bersifat parsial, belum terkordinasi 
dengan baik, mengingat sedikitnya ada enam lembaga negara yang terkait 
langsung dengan keamanan maritim, yaitu TNI AL, Badan Keamanan 
Laut, Kepolisian Air dan Udara, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai 
(KPLP) Kementerian Perhubungan, Bea Cukai Kementerian Keuangan, 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dan Perikanan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. Padahal, secara internasional kewenangan menjaga 
keamanan maritim berada di satu lembaga yang berfungsi sebagai  coast 
guard. Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi keharusan 
bila Indonesia ingin mempunyai satu lembaga yang khusus menangani 
keamanan maritim, selain TNI AL yang bertugas sebagai perangkat 
pertahanan negara. Dengan demikian, ke depannya, tugas pengawasan 
keamanan maritim yang melibatkan banyak lembaga di bawah satuan 
tugas 115 (satgas illegal fishing) tidak diperlukan lagi. 

 Semoga buku yang berjudul Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru: 
Transformasi Kelautan Berkelanjutan di Indonesia ini dapat memberikan 
manfaat kepada para pembaca tentang pentingnya pembangunan 
ekonomi kelautan berkelanjutan berbasis kolaboratif di antara para 
pemangku kepentingan. Diharapkan juga, buku ini dapat menjadi 
inspirasi bagi peneliti dan akademisi untuk meneliti lebih jauh tentang 
kesungguhan dari negara-negara yang tergabung dalam High Panel for 
Sustainable Ocean Economy dalam mengimplementasikan komitmennya 
untuk melakukan transformasi pengelolaan sumber daya kelautannya 
dari yang ekstraktif menjadi berkelanjutan dengan mengarusutamakan 
kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Selamat membaca!

                                                                                                                                                 
Penyunting,

Kata Pengantar
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Prolog 

Arie Afriansyah1

 Keamanan maritim sangat penting untuk mendukung Ekonomi 
Biru. Banyak forum keamanan maritim telah menjadi pendukung utama 
konsep Ekonomi Biru. Ada dua interaksi utama antara Ekonomi Biru dan 
kepentingan keamanan maritim. Pertama, keamanan maritim adalah 
pendorong Ekonomi Biru, misalnya, melalui pengamanan rute navigasi, 
menyediakan data oseanografi penting untuk industri kelautan dan 
melindungi hak atas sumber daya dan aktivitas laut yang berharga di 
dalam zona yurisdiksi maritim yang diklaim. Kedua, peran keamanan 
maritim yang sering diabaikan dalam Ekonomi Biru, yakni dengan 
menjadi sumber pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi 
Biru yang diperluas akan menciptakan permintaan yang lebih besar untuk 
kemampuan keamanan maritim. Pada gilirannya, hal ini akan memacu 
peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi kelautan. Ekonomi 
Biru bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 
kehidupan dan inklusi sosial tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan 
laut dan wilayah pesisir karena sumber daya laut terbatas dan kondisi 
fisiknya telah dirugikan oleh tindakan manusia.

 Istilah “Ekonomi Biru” semakin menjadi komponen integral dari tata 
kelola laut (ocean governance) dalam bahasa sehari-hari selama dekade 
terakhir sejak kemunculannya di Konvensi PBB tentang Pembangunan 
Berkelanjutan (UNCSD) 2012 atau Konferensi Rio + 20. Ekonomi Biru 
muncul untuk mencerminkan fakta bahwa lebih dari 70% permukaan 
bumi adalah air. Lautan sangat penting untuk keberlanjutan global 
dan memainkan peran penyeimbang utama dalam iklim global sebagai 
penyerap utama untuk kelebihan panas dan karbon yang ada dalam 
sistem iklim global. Memang, lautan diakui sebagai area yang vital dan 

1  Center for Sustainable Ocean Policy, Fakultas Hukum Universitas Indonesia



2

pendukung keanekaragaman hayati global. Pada saat yang sama, lautan 
juga merupakan sumber penting makanan, yakni dengan perikanan dan 
budi daya lautnya. Hal ini merupakan dasar bagi ekonomi global melalui 
perdagangan laut.

 Konsep Ekonomi Biru telah secara khusus diperjuangkan oleh Pulau 
Kecil dan Negara Berkembang (Small Island and Developing States - SIDS) 
sebagai pengakuan atas yurisdiksi laut mereka yang besar dan pentingnya 
industri laut dan kelautan bagi ekonomi nasional mereka. Salah satu 
pertanyaan yang sering dimasukkan ke dalam diskusi Ekonomi Biru 
adalah berkaitan dengan ruang lingkup sektoralnya. Mengingat Ekonomi 
Biru sering dianggap sebagai bagian dari ekonomi kelautan, identifikasi 
dan penilaian segmen atau sektor yang membentuk ekonomi laut sering 
merupakan langkah pertama dalam proses perencanaan pengembangan 
Ekonomi Biru atau mengidentifikasi potensi peluang Ekonomi Biru. 
Masih ada pertanyaan tentang apa yang membedakan kelautan dan 
Ekonomi Biru dalam kaitannya dengan ruang lingkup sektoral. Namun, 
ada potensi di semua sektor untuk meningkatkan kinerja lingkungan 
dan menumbuhkan manfaat sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan 
kelautan. Dalam hal ini, setidaknya, semua sektor memiliki kemampuan 
untuk menjadi lebih “Biru”.

 Di sisi lain, keamanan maritim, sama dengan Ekonomi Biru, adalah 
istilah yang digunakan secara luas tetapi tidak didefinisikan dengan baik. 
Bueger (2015) mencoba mengidentifikasi empat kunci di mana istilah 
“keamanan maritim” dipahami, yaitu:
1.  Kekuatan laut (sea power): peran tradisional badan keamanan 

maritim, khususnya angkatan laut, dalam melindungi negara, 
termasuk berpatroli dan melindungi jalur laut, zona maritim yang 
diklaim dan batas maritim yang dibatasi serta hak negara pantai di 
dalam ruang maritim ini;

2.  Keselamatan laut (marine safety): mengatasi ancaman terhadap 
kapal dan instalasi dan aset maritim, termasuk menanggapi bencana 
dan kecelakaan maritim di laut dan berpartisipasi dalam kegiatan 
pencarian dan penyelamatan;

3.  Pembangunan ekonomi (economic development): menegakkan 
hukum dan peraturan terkait dengan penggunaan sumber daya di 
lautan, termasuk melawan pembajakan dan penyelundupan dan 
menyediakan lingkungan maritim yang aman yang memungkinkan 
dan mendukung pembangunan ekonomi;

Arie Afriansyah
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4.  Keamanan manusia (human security): dalam kaitannya dengan 
memastikan ketahanan pangan dan penghidupan yang berkelanjutan, 
dengan fokus khusus pada penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan 
dan tidak diatur (IUU) dan perdagangan manusia.

 Jika kita menguraikan satu aspek spesifik dari Ekonomi Biru 
dalam kaitannya dengan keamanan maritim, efek penangkapan ikan 
ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) oleh kapal asing diketahui 
berdampak pada perikanan yang berkelanjutan dan secara keseluruhan 
bagi masyarakat pesisir. Kejahatan maritim lainnya yang juga memiliki 
ancaman serius adalah pembuangan limbah beracun. Keduanya 
merupakan ancaman terhadap keamanan maritim, serta terhadap 
perdamaian dan keamanan secara keseluruhan. Namun,  perlu ditekankan 
bahwa eksploitasi secara berkelanjutan dari domain maritim dapat 
bermanfaat secara ekonomis untuk negara-negara pantai. Peningkatan 
kerja sama antarnegara merupakan prioritas jika menginginkan domain 
maritim yang aman tanpa kejahatan transnasional seperti pembajakan, 
perdagangan manusia dan senjata ilegal, ancaman terorisme dan 
kejahatan lingkungan, termasuk eksploitasi sumber daya yang agresif.

 Pengembangan ekonomi biru dan eksploitasi sumber daya hanya 
akan terjadi ketika sebagian besar ancaman terhadap wilayah maritim 
ini ditangani secara luas. Oleh karena itu, penting ke depannya adalah 
penerapan keamanan dan pemerintahan dalam intervensi ekonomi biru 
dan proyeksi tindakan negara di laut. Rezim hukum keamanan maritim 
dalam mengatur semua aspek kegiatan dan operasi domain maritim 
menjadi sangat dibutuhkan, terutama diperlukan ketika eksploitasi 
sumber daya maritim atau ekonomi biru dan pengembangannya sekarang 
lebih dari sebelumnya di wilayah tersebut.

 Dalam dua tahun terakhir ini, munculnya Covid-19 telah memberikan 
dampak serius terhadap seluruh dunia, menekan ekonomi, menyebabkan 
tingkat kematian yang tinggi. Namun, upaya bersama dalam mengurangi 
kejahatan maritim regional seharusnya tidak dikesampingkan pada saat 
ini. Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 di wilayah yang rentan 
terhadap ancaman dapat menyebabkan penurunan perdagangan maritim 
dan meningkatnya gangguan terhadap keamanan.

 Di saat literatur dalam bahasa Indonesia mengenai keterkaitan 
antara keamanan maritim dan ekonomi biru masih terbatas, kehadiran 
buku Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru: Transformasi Ekonomi 

Prolog
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Kelautan Berkelanjutan di Indonesia yang ditulis oleh para peneliti bidang 
Hubungan Internasional Puslit BK Setjen DPR RI tentu sangat memberikan 
kontribusi yang besar. Keunikan keadaan alam Indonesia khususnya 
dalam potensi sumber daya kelautan tentu sangat menggambarkan 
bagaimana ekonomi biru di Indonesia sangat memiliki harapan yang 
besar bagi perekonomian nasional. Akan tetapi, harapan tersebut tidak 
akan terwujud apabila keamanan maritim secara menyeluruh tidak 
diperhatikan secara serius baik dari sisi tata kelola kelembagaan dan 
penegakan hukum terhadap segala ancaman dan pelanggaran hukum di 
wilayah laut Indonesia.

 Buku ini menawarkan pengetahuan yang komprehensif atas 
keterkaitan antara keamanan maritim dan ekonomi biru di Indonesia 
yang terbagi menjadi tiga bagian besar. Bagian pertama, membahas 
bagaimana Indonesia dari sisi tata Kelola kelembagaan keamanan 
maritim memerlukan kehadiran yang sentral dari Badan Keamanan Laut 
(Bakamla) Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum di wilayah 
perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bagian berikutnya, buku ini 
akan membahas bagaimana pengelolaan kelautan di Indonesia dapat 
dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini tentunya dalam menunjang 
bagaimana ekonomi biru dapat dikembangkan untuk mendukung 
perekonomian nasional Indonesia. Terakhir, buku ini akan memberikan 
beberapa catatan atas tantangan yang akan muncul dalam pelaksanaan 
ekonomi kelautan yang berkelanjutan di Indonesia.

 Semoga kehadiran buku ini akan memberikan khazanah 
pengetahuan yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan, terutama 
bagi para pengambil keputusan dalam mengembangkan ekonomi biru 
secara nasional yang kemudian didukung oleh kebijakan tata kelola dan 
penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

Depok, 13 Oktober 2021

Arie Afriansyah
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Epilog

Tidak dapat dipungkiri, sebagai negara kepulauan (archipelagic 
state) yang dikelilingi lautan, Indonesia memiliki potensi kelautan yang 
sangat besar. Potensi kelautan yang sangat besar itu, baik sumber daya 
perikanan maupun sumber daya kelautan lainnya, sudah selayaknya 
menjadi penggerak utama (prime mover) perekonomian Indonesia. Oleh 
karena itu, sejalan dengan konsep ekonomi biru (blue economy), dan juga 
dalam kerangka Sustainable Ocean Solution, potensi kelautan yang dimi-
liki Indonesia harus dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Itu artinya, potensi 
ekonomi kelautan Indonesia yang melimpah harus dimanfaatkan dengan 
baik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan, pada saat yang bersa-
maan, ekosistem kelautan Indonesia (yang berada di wilayah perairan In-
donesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia) harus dijaga kelestarian dan 
kualitasnya. 

Upaya Indonesia untuk menyelaraskan pemanfaatan potensi 
ekonomi kelautan dengan pengeloaan sumber daya kelautan berkelan-
jutan masih menghadapi tantangan. Dalam konteks keamanan maritim, 
tantangan yang dihadapi Indonesia adalah masih terjadinya aktivitas ile-
gal yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara yang mengancam penge-
lolaan laut secara berkelanjutan, di antaranya adalah kegiatan IUU fishing 
yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dan juga domestik. IUU fishing, 
khususnya praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) yang 
dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing negara-negara tetangga di perairan 
ZEE Indonesia, seperti yang terjadi di Laut Natuna Utara, menjadi tangan 
keamanan maritim yang paling serius bagi Indonesia karena sering terja-
di (most likely). 

Tantangan keamanan maritim lainnya yang perlu diwaspadai ada-
lah penyelundupan narkotika, perompakan bersenjata, kecelakaan di 
laut, dan pencemaran laut. Pencemaran laut yang disebabkan oleh pem-
buangan sampah plastik (marine debris), yang kini telah menjadi isu glob-
al, merupakan persoalan serius yang harus ditangani bersama. Indonesia 
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merupakan penyumbang sampah plastik kelautan terbesar kedua setelah 
Tiongkok. Berbagai tantangan dan persoalan keamanan maritim yang 
dihadapi Indonesia tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena 
mengancam keamanan dan keselamatan maritim, termasuk mengancam 
kelangsungan ekonomi biru. 

Untuk memperkuat strategi ekonomi biru dan memanfaatkan 
secara utuh potensi ekonomi lautnya, koordinasi lintas-sektor perlu 
diperkuat melalui Sustainable Oceans Platform tingkat tinggi. Dengan 
pendekatan ini, berbagai lembaga pemerintah dan para pelaku non-
pemerintah harus mengambil bagian dalam koordinasi perencanaan 
dan implementasi kebijakan, memantau kemajuan, serta pertukaran 
pengetahuan dan  praktik-praktik terbaik di lintas-sektor kelautan.  
Sementara itu, kelangsungan ekonomi biru juga perlu didukung oleh 
penegakan hukum yang kuat, terutama untuk menghadapi berbagai 
aktivitas ilegal yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, baik yang 
berasal dari dalam negeri maupun lintas-nasional. 

Untuk itulah Bakamla, sebagai institusi keamanan laut non-
militer, yang memiliki tugas melaksanakan patroli keamanan dan fungsi 
penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi 
Indonesia perlu diperkuat kehadiran dan kewenangannya. Kehadiran 
Bakamla, selain difungsikan untuk melaksanakan pengamanan atas 
wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, bekerja 
sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dalam kerangka 
mendukung pengelolaan laut berkelanjutan, juga difungsikan untuk 
mencegah terjadi nya kerusakan ekosistem perairan Indonesia.   

Epilog
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